
BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH 
NOMOR : i3o TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 7 TAHUN 
2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA (APBN) SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap 
Kampung;

b. bahwa besaran Dana Kampung untuk setiap Kampung 
dalam Kabupaten Bener Meriah telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Setiap Kampung 
Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018, namun 
ada kesalahan dalam hasil perhitungan Pagu Dana 
Kampung untuk Kampung Reronga untuk itu perlu 
dilakukan perubahan dan penyesuai terhadap Peraturan 
Bupati dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap Kampung 
dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893);

3. Undang



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 244);

11. Peraturan



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
537) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1970);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

15. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah 
Utama, Permata, Wih Pesam, Timang GajahdanPintu 
Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran 
DaerahKabupatenBenerMeriah Tahun 2006 Nomor 43 
Seri E);

17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Pendefmitipan Kampung dalam kabupaten 
Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener 
Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);

18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, 
Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam 
Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);

19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);

20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten 
(APBK) Bener Meriah Tahun 2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENER 
MERIAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA (APBN) SETIAP KAMPUNG DALAM 
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I



Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Bener Meriah 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Yang Berasal Dari Anggaran 
Dan Pendapatan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah 
Tahun 2018 Nomor 7), diubah sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagaimana berikut:

Pasal 9

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 
minggu ketiga minggu bulan Juni sebesar 20 % (Dua 
Puluh Persen);

b. Tahapan II paling cepat bulan Maret dan paling lambat 
minggu keempat bulan Juli sebesar 40 % (Empat Puluh 
Persen); dan

c. Tahap Illpaling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat 
puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener 
Meriah

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 08 November 2018 M

3° Shafar 1440 H

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 1*0


